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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kecelakaan Lalu Lintas
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius di
Indonesia. Dilihat dari segi makro ekonomi, kecelakaan merupakan
inefisiensi terhadap penyelenggaraan angkutan atau suatu kerugian yang
mengurangi kuantitas dan kualitas orang dan barang yang diangkut
termasuk menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan. Kecelakaan
tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor
penyebab kecelakaan yang hams dianalisis supaya tindakan korektifdan
upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak
diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau
tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia danlatau
kerugian harta benda.’* Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan
sebagai sutau kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak
sengaja terjadi (Random Multy Factor Event). Dalarn pengertian secara
sederhana, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor

keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan

14 Ppasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
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terjadi. Hal ini berarti memang sulit meramalkan secara pasti dimana dan
kapan suatu kecelakaan akan terjadi.

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk
diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya
mengakibatkan trauma, cidera ataupun kecacatan tetapi juga dapat
mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan
cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya
pergerakan dari kendaraan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas tentang kecelakaan
lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu
kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan yang disebabkan
oleh kendaraan bermotor, terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang
dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta menyebabkan kerusakan, luka-
luka, kematian dan kerugian harta benda.

. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Karakteristik kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat
digolongkan menjadi:

a. Kecelakaan tunggal yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu
kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya
adalah seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, terguling akibat

ban pecah
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b. Kecelakaan ganda yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu
kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami
kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

3. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas
Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
lintas dan Angkutan Jalan, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi
kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan
kerusakan kendaraan dan/atau barang.

b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan
luka ringan dan kerusakan kendaraan danlatau barang.

c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan
korban meninggal dunia atau luka berat.*®

4. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas
Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh faktor manusia, kendaraan,
dan lingkungan jalan, serta interaksi dan kombinasi dua atau lebih faktor
tersebut.

Berikut ini penjelasannya:*®

a. Faktor Manusia (Human Factors)

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam

kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan

15 pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
16 Austroads. 2002. Road Safety Audlt, 2nd ed. Sydney: Austroads Publication, him. 12.
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pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan
dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan
merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering
diperhatikan. Hampir semua kejadian kecelakaan diawali dengan
pelanggaran aturan lalu lintas.’

Faktor manusia dalam tabrakan kendaraan mencakup semua
faktor yang berhubungan dengan perilaku pengemudi dan pengguna jalan
lain yang dapat berkontribusi terhadap tabrakan. Contoh yang terrnasuk
perilaku pengemudi antara lain : pandangan dan ketajaman pendengaran,
kemampuan membuat keputusan, dan kecepatan reaksi terhadap
perubahan kondisi lingkungan dan jalan. Meskipun kemahiran dalam
keterampilan berkendaraan diajarkan dan diuji sebagai persyaratan untuk
mendapatkan surat keterangan ijin mengemudi, seorang pengemudi
masih dapat mengalami resiko yang tinggi menabrak karena perasaan
percaya diri mengemudi dalam situasi yang menantang dan berhasil
mengatasinya akan memperkuat perasaan percaya diri. Keyakinan akan
kemahiran mengendara akan tumbuh tak terkendali sehingga potensi dan
kemungkinan kecelakaan semakin besar.

b. Faktor Kendaraan (Vehicle Factors)

Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah

dirancang dengan suatu nilai faktor kearnanan untuk menjamin

keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai sehingga

7 Ibid., him. 12.
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harus dipelihara dengan baik agar semua bagian mobil berfungsi dengan

baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion,dan sabuk

pengaman. Dengan demikian pemeliharaan kendaraan tersebut
diharapkan dapat:

1) Mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas

2) Mengurangi jumlah korban kecelakaan lalu lintas pada pemakai jalan
lainnya

3) Mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor dapat menjadi
faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan
sebagaimana mestinya sebagai akibat kondisi teknis yang tidak laik
jalan atau penggunaannya tidak sesuai ketentuan.'®

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kecelakaan karena
faktor kendaraan, antara lain:

1) Rem tidak berfungsi, kerusakan mesin, ban pecah, kemudi tidak baik,
as atau kopel lepas, lampu mati khususnya pada malam hari, selip
merupakan kondisi kendaraan yang tidak laik jalan.

2) Over load atau kelebihan muatan merupakan penggunaan kendaraan
yang tidak sesuai ketentuan tertib muatan.

3) Desain kendaraan dapat merupakan faktor penyebab berat/ringannya
kecelakaan, tombol-tombol di dashboard kendaraan dapat mencederai
orang terdorong ke depan akibat benturan, kolom kemudi dapat

menembus dada pengemudi pada saat tabrakan. Demikian design

8 Ibid., hirn. 14.
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bagian depan kendaraan dapat mencederai pejalan kaki yang terbentur
oleh kendaraan. Perbaikan design kendaraan terutama tergantung pada
pembuat kendaraan, namun peraturan atau rekomendasi pemerintah
dapat memberikan pengaruh kepada perancang.

4) Sistem lampu kendaraan mempunyai dua tujuan yaitu agar pengemudi
dapat melihat kondisi jalan di depannya sehingga konsisten dengan
kecepatannya dan dapat membedakan atau menunjukkan kendaraan
kepada pengamat dari segala penjuru tanpa menyilaukan.*®

c. Faktor Kondisi Jalan dan Kondisi Alam

Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai
penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat
menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya
marka, rambu, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dengan
optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ahli jalan raya
dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan aturan-aturannya dengan
spesifikasi standar yang dilaksanakan secara benar dan perawatan
secukupnya supaya keselamatan transportasi jalan dapat terwujud.

Hubungan lebar jalan, kelengkungan, dan jarak pandang
memberikan efek besar terjadinya kecelakaan. Umumnya lebih peka bila
mempertimbangkan faktor-faktor ini bersama-sama karena mempunyai
efek psikologis pada para pengemudi dan mempengaruhi responnya.

Jalan dibuat untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dari

¥ Ibid., him. 16.
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berbagai lokasi baik di dalam kota maupun di luar kota. Berbagai faktor
kondisi jalan yang sangat berpengaruh dalam kegiatan berlalu lintas. Hal
ini mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan (mempercepat,

memperlambat, berhenti).?°

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum
1. Perkembangan Teori Melawan Hukum

Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari
hukurn Romawi, yaitu teori tentang culpa dari Lex Aquilla, kemudian
terjadi prosesgenerzrlisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip
perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua
(catch all), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai
perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang
karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut hams mengganti kerugian.
Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di negeri Belanda yang
kemudian oleh Belanda dibawa ke Indonesia, yang rumusan seperti itu
sekarang temukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Rumusan
perbuatan melawan hukum yang berasal dari KUH Perdata Prancis tersebut
pada paruh kedua abad ke-19 banyak mempengaruhi perkembangan teori
perbuatan melawan hukum (tort) versi hukum Anglo Saxon.?

Perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum di

negeri Belanda dapat dibagi dalam tiga periode yaitu:

20 Ipid., him. 17.
2L Munir Fuady. 2005. Perbandingan Hukum Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti, him. 80.
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a. Periode sebelum tahun 1838
Adanya kodifikasi sejak tahun 1838 membawa perubahan besar terhadap
pengertian perbuatan melawan hukum yang diartikan pada waktu itu
sebagai on wetrnatigedaad (perbuatan melanggar undang-undang) yang
berarti bahwa suatu perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-
undang.

b. Periode antara tahun 1838 - 1919
Setelah tahun 1838 sampai sebelum tahun 1919, pengertian perbuatan
melawan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran
terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain perbuatan melawan
hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan
kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain.
Dalam hal ini Pasal 1365 KUH Perdata diartikan sebagai perbuatan/
tindakan melawan hukum (culpa in committendo) sedangkan Pasal 1366
KUHPerdata dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara
melalaikan (culpa in ommittendo). Apabila suatu perbuatan (berbuat atau
tidak berbuat) tidak melanggar hak subjektif orang lain atau tidak
melawan kewajiban hukumnya/tidak melanggar undang-undang, maka
perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum.??

c. Periode setelah tahun 1919
Terjadi penafsiran luas melalui putusan Hoge Raad terhadap perbuatan

melawan hukum dalam Pasal 1401 BW Belanda atau 1365 KUHPerdata

2 Ibjd, him. 81.
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Indonesia kasus Lindenbaum versus Cohen. Perkembangan tersebut
adalah dengan bergesernya makna perbuatan melawan hukum, dari
semula yang cukup kaku kepada perkembangannya yang luas dan luwes.
Menurut sistem Common Law sampai dengan penghujung abad ke-19,
perbuatan melawan hukum belum dianggap sebagai suatu cabang hukum
yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan sekumpulan dari writ
(model gugatan yang baku) yang tidak terhubung satu sama lain.?
Penggunaan writ ini kemudian larnbat laun menghilang. Seiring dengan
proses hilangnya sistem writ di Arnerika Serikat, maka perbuatan
melawan hukum mulai diakui sebagai suatu bidang hukum tersendiri
hingga akhimya dalam sistem hukum Anglo Saxon.
Pengertian Perbuatan Melawan Hukum
Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu
merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Rumusan norma dalam
pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan
norma Pasal 1365 KUHPerdata lebih merupakan struktur norma dari pada
substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi
ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata senantiasa memerlukan materialisasi di
luar KUHPerdata. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum berkembang

melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang.?*

23 Ibid, him. 81.
24 Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, him.

260.
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Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdata diatur dalam buku
Il tentang Perikatan. Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal
dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sampai
dengan Pasal 1380 KUHPerdata. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk
tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum di Indonesia diperoleh melalui
yurisprudensi yang menunjukkan adanya perkembangan penafsiram yang
sangat penting dalam sejarah hukum perdata. Peran yurisprudensi sangat
penting pemaknaan perbuatan melawan hukum. Sesungguhnya hanya dua
pasal yang sangat penting dalarn KUHPerdata yang masih memerlukan
penafsiran atau pemaknaan lebih lanjut.?> Pasal-pasal tersebut adalah Pasal
1365 KUPerdata dan 1366 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHperdata
menyebutkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang kena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Kemudian, Pasal
1366 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggungjawab tidak
saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk
kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.?®

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KLTHPerdata pada
awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh

dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan

%5 Suhendro. 2014. Tumpang Tindih Pernaharnan Wanprestasi dan Perbztatan Melawan Hukum
dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial. Jakarta: FH Ull Press, hIm. 109.
2 |bid, him. 109.
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melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan
kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sama dengan melawan
undang-undang (omvetmatige daad).?’

Istilah onrechtmatigedaad dalam bahasa Belanda lazimnya
mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365
Burgerlijk Wetboek (BW). Untuk selanjutnya akan digunakan istilah Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai pengganti BW.
Pasal ini diartikan berbeda-beda di antara ahli hukum, ada yang
mengartikannya sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dan ada pula yang
mengartikannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

R. Wirjono Projodikoro mengartikan kata onrechtmatigedaad
sebagai perbuatan melanggar hukum. Menurutnya perkataan "perbuatan”
dalam rangkaian kata-kata "perbuatan melanggar hukum" dapat diartikan
positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan
berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum
seharusnya orang itu bertindak.?® Perbuatan negatif yang dimaksudkan
bersifat "aktif' yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan
perbuatan hukum, apabila orang tersebut sadar, bahwa dengan diam saja

adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang

27 Abdulkadir Muhammad, op.cit, him. 261.
28 R. Wirjono Projodikoro. 2000. Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung: Mandar Maju, hirn. 1.
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itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian
"perbuatan™ kini pun ada.

Perkataan "melanggar” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan
melanggar hukum® yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut R. Wirjono
Projodikoro perkataan yang paling tepat untuk menerjemahkan
onrechtmatigedaad ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah
perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro ditujukan
kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian
terbesar merupakan hukum adat.?®

Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya
perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu (a) perbuatan yang
bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan (b) melanggar hak
subyektif orang lain, tetapi juga (c) perbuatan yang melanggar kaidah yang
tidak tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata susila, (d) kepatutan,
ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam
pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga
masyarakat.

Menurut Djunaedah Hasan yang dikutip oleh Rosa Agustina,

menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti luas yaitu:*!

2 pid., hirn. 2-3.

30 jpid., him. 261.

31 Rosa Agustina. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana
Universitas Indonesia, him. 53.
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a. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus
yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurispridensi memberi arti
hak subyektif sebagai berikut:

1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik

2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan
perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung
melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini
disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laki, berdasarkan
hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar
oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum
diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis
maupun tidak tertulis

c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan
norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui
sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkan
dengan kesusilam adalah semua norma yang ada di dalam
kemasyarakatan yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.®?

d. Bertentangan dengan kepatutanyang berlaku dalam lalu lintas
masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus

dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan

32 Ibid, him. 54.
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mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Termasuk
dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:
I) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak
2) Perbuatan tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain,
yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.3?
Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan
melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran
terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut hams juga dinilai dari
sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan
pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapatmenjadi faktor
pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian
tersebut sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki
seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.
Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa
"orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat
bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri".3* Setelah adanya
Arrest dari Hoge Raad 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka
pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu:
Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak
orang lain, atau itu adalah bertentangan dengm kewajiban
hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah

merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau
berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan

3 Ibid, him. 56.
34 HF A.Volmar.2004. Pengantar Studi Hukum Perdata (Diterjemahkan oleh IS. Adiwinatn). Jakarta:
Rajawali Pres, him. 184.
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kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas
masyarakat terhadap diri atau benda orang lain).®

Dengan demikian pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti
luas berdasarkan pernyataan diatas, bahwa perbuatan itu tidak saja
melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari
pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan
kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang
seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, seperti adat istiadat dan lain-lain.

3. Unsur Perbuatan Melawan Hukum
Unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:
a. Perbuatan tersebut melawan hukum
Dalam unsur pertama ini, sebenarnya terdapat dua pengertian,
yaitu "perbuatan” dan "melawan hukum". IVamun keduanya saling
berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini dapat
dibuktikan dengan dua cara, yaitu dengan cara penafsiran bahasa,
melawan hukum menerangkan sifatnya dari perbuatan itu dengan kata
lain "melawan hukum" merupakan kata sifat, sedangkan "perbuatan”
merupakan kata kerja sehingga dengan adanya suatu "perbuatan” yang
sifatnya "melawan hukum”, maka terciptalah kalimat yang menyatakan

"perbuatan melawan hukum®.

35 Ibid, him. 185.
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Selanjutnya kemudian dengan cara penafsiran hukum. Cara
penafsiran hukum ini terhadap kedua pengertian tersebut, yaitu
"perbuatan”, untuk jelasnya telah diuraikan di dalam sub bab di atas, baik
dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Pengertian perbuatan melawan
hukum dalam arti sempit, hanya meliputi hak orang lain, dan kewajiban
si pembuat yang bertentangan atau hanya melanggar hukum/undang-
undang saja. Pendapat ini dikemukakan sebelum adanya arrest Hoge
Raad Tahun 1919, sedangkan dalam arti luas, telah meliputi kesusilaan
dan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri
dan barang-barang orang lain. Pendapat ini dikemukakan setelah pada
waktu arrest Hoge Raad Tahun 1919 digunakan.

Dalam tahun 1919 terjadi suatu perkembangan yang luar biasa
dalam bidang hukum tentang perbuatan melawan hukum khususnya di
negeri Belanda sehingga demikian juga terjadi di Indonesia.
Perkembangan tersebut adalah dengan bergesernya makna perbuatan
melawan hukum, dari semula yang cukup kaku, kepada perkembangan
yang lebih fleksibel. Perkembangan tersebut terjadi dengan diterimanya
penafsiran luas terhadap perbuatan melawan hukum oleh Hoge Raad
(Mahkamah Agung) negeri Belanda, yakni penafsiran terhadap Pasal
1401 BW Belanda yang sama ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365
KUHPerdata Indonesia. Putusan Hoge Raad adalah terhadap kasus

Lindenbaum versus Cohen.36

% Suhendro, op.cil, him. 115.
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Dalam putusan tingkat kasasi tersebut, Hoge Raad menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya
melanggar hukum yang tertulis seperti yang ditafsirkan saat itu,
melainkan juga termasuk kedalam perbuatan melawan hukum untuk
setiap tindakan:

1) Yang melanggar hak orang lain; atau
2) Yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
3) Yang bertentangan dengan kesusilaan; atau
4) Yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat
untuk memperhatikan kepentingan orang lain®’
b. Perbuatan itu hams menimbulkan kerugian

Dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika, adanya
kerugian bagi korban, yang dimaksud dengan kerugian dalam hal ini,
terdiri dari kerugian yang bersifat materil dan kerugian yang bersifat
immateril. Akibat dari perbuatan melawan hukurn hams menimbulkan
adanya kerugian di pihak korban, sehingga hal ini membuktikan adanya
suatu perbuatan yang melanggar hukum.*® Dalam pasal-pasal mengenai
ganti kerugian akibat wanprestasi, kerugian itu meliputi tiga unsur yaitu
biaya, kerugian sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan.

Ukuran penilaian yang dipakai adalah uang. Pada perbuatan

melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaian dengan

37 Ibid, him. 116.
3 Budi Untung. 2012. Hukum dan Efika Bisnis. Yogyakarta: Penabit CV Andi Offset, him. 34
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uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan
ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum didasarkan pada
kemungkinan adanya tiga unsur tersebut dan kerugian itu dihitung
dengan sejumlah uang.

Dalam praktek hukumnya, pernyataan diatas dapat dibuktikan
kebenarannya, bahwa secara umum pihak yang dirugikanselalu
mendapat ganti kerugian dari si pembuat perbuatan melawan hukum,
tidak hanya kerugian yang nyata saja, tetapi keuntungan yang seharusnya
diperoleh juga diterimanya. Dengan demikian, kerugian yang dimaksud
pada unsur kedua ini, dalam prakteknya dapat diterapkan ketentuan
kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Walaupun
penerapan ini hanya bersifat analogi. Namun tidak menutup
kemungkinan terlaksananya penerapan ketentuan tersebut terhadap
perbuatan melawan hukum. Alasannya, karena tidak adanya pengaturan
lebih lanjut dari Undang-undang tentang hal tersebut, sehingga masalah
ini dapat merupakan salah satu masalah pengembangan hukum perdata,
yang layak untuk diteliti.

Pasal 1365 KUHPerdata menentukan kewajiban pelaku
perbuatan melawan hukum untuk membayar kerugian. Berbeda dengan
ganti kerugian di dalam wanprestasi yang diatur secara jelas dalam Pasal
1234 KUHPerdata, ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum

tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun, penggantian
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kerugian akibat wanprestasi dapat diterapkan dalam perbuatan melawan
hukum.*®

Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum meliputi
kerugian harta kekayaan atau materiil dan ideal atau immateriil. Kerugian
material pada umumnya mencakup kerugian yang diderita penderita dan
keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya, kerugian ideal meliputi
ketakutan, keterkejutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.*

c. Perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesalahan maupun kelalaian

Menurut J. Satria, kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata
adalah sesuatu yang tercela yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan
dengan perilaku dan akibat perilaku di pelaku yaitu kerugian. Perilaku
dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat
dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan dalam Pasal 1365
KUHPerdata adalah unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan
tuntutan ganti rugi, bukan dalam rangka untuk menetapkan adanya
tindakan melawan hukum.*

Pasal 1365 KLTHPerdata mensyaratkan adanya kesalahan,
pembuat undang-undang hendak menekankan bahwa pelaku perbuatan
melawan hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang
ditimbulkannya bilamana perbuatan yang menimbulkan kerugian

tersebut dapat dipersalahkan padanya. Istilah schuld (kesalahan) dalam

3% Suhendro, op.cit, him. 125
40 Jpid, him. 125
41 Ipid, him. 124.
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arti sempit hanya mencakup kesengajaan, sementara dalam arti luas
schuld mencakup kesengajaan, dan kelpaan.*

Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja atau
lalai melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum
(onrechtmatigedaad).

Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah

jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah

melakukan/ tidak melakukan suatu perbuatan yang

seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya
dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada
dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-kira. Dapat dikira-

Kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia

normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu

perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan.*?

Berdasarkan pendapat di atas, berarti perbuatan melawan
hukum itu adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu
perbuatan. Kesalahan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang
dapat dikira-kira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal
sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu.
Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan dapat dikategorikan
ke dalam bentuk kesalahan. Pendapat di atas dapat dimaklumi, karena
sifat dari hukum adalah mengatur, yang berarti ada larangan dan ada
suruhan. jika seseorang melakukan suatu perbuatan, perbuatan mana

dilarang oleh undang-undang, maka orang tersebut dinyatakan telah

bersalah. Kemudian jika seseorang tidak melakukan perbuatan,

42 Ibid, him.124.
4 Budi Untung. Op.Cit, him. 36
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sementara perbuatan itu merupakan perintah yang hams dilakukan, maka
orang tersebut dapat dikatakan telah bersalah. Inilah pengertian
kesalahan dari maksud pernyataan diatas.

Selanjutnya ada pendapat lain yang menyatakan bahwa
"kesalahan itu dapat terjadi, karena: disengaja dan tidak disengaja
M.Tentuny yang dimaksud dengan disengaja dan tidak disengaja dalarn
pernyataan di atas adalah dalam hal perbuatan. Apakah perbuatan itu
disengaja atau perbuatan itu tidak disengaja. Tentang disengaja dan tidak
disengaja berarti kesalahan itu dapat terjadi dan dilakukan akibat dari
suatu kelalaian. Jika kelalaian dapat dianggap suatu unsur dari kesalahan,
maka menurut pandangan hukum, kodrat manusia sebagai makhluk yang
tidak pernah luput dari kesalahan dan kesilapan, merupakan satu
pedoman dasar di dalam menentukan bahwa perbuatan itu temasuk ke
dalarn suatu perbuatan yang melawan hukum dan tidak dapat dipungkiri
lagi. Perbuatan yang memang disengaja, berarti sudah ada niat dari
pelakunya atau si pembuat. Akan tetapi jika perbuatan itu tidak disengaja
untuk dilakukan, dalam arti unsur kekhilafan.

Selain unsur kesalahan, dalam perbuatan melawan hukum, sifat
melawan hukum dari suatu perbuatan merupakan salah satu unsur dari
perbuatan melawan hukum. Walaupun unsur sifat melawan hukum
terkesan telah mencakup kesalahan, namun keduanya merupakan unsur

yang berbeda dan berdiri sendiri. Sifat melawan hukum harus dimiliki
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oleh perilakunya, di samping itu masih disyaratkan salah dalam arti bisa
dipertanggungjawabkan pelaku untuk dapat menuntut ganti rugi.*

d. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dengan
kerugian.

Hubungan kausal merupakan salah satu dari ciri pokok adanya
suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam
kasus ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan dilihat secara materiil
karena sifat perbuatan melawan hukum harus dilihat sebagai suatu
kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap pihak
korban. Hubungan kausal itu ada dapat disimpulkan dari kalimat Pasal
1365 KUHPerdata "perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan
kerugian". Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang
itu, jika tidak ada perbuatan tidak ada akibat dalam hal ini adalah
kerugian. Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan adalah sebab dari
suatu kerugian, perlu diikuti teori adequate veroorzaking yang
dikemukakan oleh von Kries.

Menurut teori ini yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan
yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan
menimbulkan akibat, dalarn hal ini akibatnya adalah kerugian. Jadi,
antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung

(hubungan sebab akibat).*®

4 Suhendro, op.cil, him. 124
% Abdulkadir Muhammad, op.cit, hirn. 265.
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4. Subjek Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Marheinis Abdulhay bahwa "yang dinyatakan bersalah
adalah subjek hukum atau orang (person), karena subjek diakui mempunyai
hak dan kewajiban".*® Berarti berdasarkan pernyataan tersebut dinyatakan
bersalah adalah subjek hukum yang dinyatakan telah melakukan perbuatan
melawan hukum adalah juga subjek hukum, alasannya karena subjek hukum
mempunyai hak dan kewajiban.

Subjek dalam kamus istilah hukum adalah "pokok, subjek dari
hubungan hukum, orang pribadi atau badan hukum yang dalam kedudukan
demikian berwenang melakukan tindakan hukum".#” Berarti yang termasuk
dikatakan atau digolongkan sebagai subjek dalarn pandangan hukum adalah
orang pribadi dan badan hukum. Kemudian yang dimaksud dengan subjek
hukum adalah orang pribadi atau badan hukum yang dalarn kedudukannya
sebagai subjek mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan hukum.
Dengan demikian yang termasuk subjek perbuatan melawan hukum adalah
orang pribadi atau badan hukum yang telah melakukan tindakan atau
perbuatan yang sifatnya melawan hukum.

5. Tuntutan Ganti Kerugian Karena Perbuatan Melawan Hukum

Ada hubungan yang erat antara ganti rugi yang terjadi karena

adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian dengan apa yang dikenal dengan

ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmetige daad).

% Marheinis Abdulhay. 2006. Hukurn Perdata. Jakarta: Pembinaan UPN, him. 89.
47 N.E Algra. 2003. Kamus Istilah Hukum. Bandung: Bina Cipta, hlrn. 549.
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Sebab dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajiban "tidak tepat
waktu" atau "tidak layak", adalah jelas merupakan pelanggaran hak kreditur.
Setiap pelanggaran hak orang lain, berarti pula merupakan perbuatan
melawan hukum atau onrechtmatigedaad. Memang hampir serupa
onrechtmatigedaad dengan wanprestasi, itu sebabnya dikatakan bahwa
wanprestasi  adalah  juga merupakan  "genus  specifik"  dari
onrechtmatigedaad seperti yang dirumuskan dalarn Pasal 1365
KUHPerdata". Dengan demikian, jika diperhatikan bahwa para ahli
menyebutkan juga bahwa ketentuan tentang ganti rugi yang terdapat di
dalarn bagian wanprestasi tersebut juga berlaku akan halnya dengan ganti
rugi sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan
pengertian lain, ketentuan ganti rugi dalam wanprestasi dapat diberlakukan
secara analogis dalam hal adanya ganti rugi karena perbuatan melawan
hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa yang dimaksudkan
dengan ganti kerugian itu ialah "ganti kerugian yang timbul karena debitur
melakukan wanprestasi karena lalai”. Sebagai perbandingan tentang ganti
kerugian disebabkan wanprestasi dan ganti rugi sebagai akibat adanya
perbuatan yang melawan hukum, berikut ini akan dikutipkan Pasal 1243
KUHPerdata dan Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 1243 KUHPerdata, dengan
tegas disebutkan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak
dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur

setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau
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sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau
dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.*®

Dalam Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa tiap perbuatan
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian
tersebut jika diperhatikan dengan seksama kedua kutipan pasal tersebut,
jelas tidak ada disebutkan dengan tegas apa yang dimaksudkan dengan ganti
rugi itu sendiri, hanya saja, ganti rugi dalam hal wanprestasi berdasarkan
Pasal 1245 KUHPerdata baru timbul bilamana debiturnya telah dinyatakan
berada dalam keadaan lalai setelah dilakukannya peringatan tetapi tetap juga
dilalaikannya, sedangkan di dalam Pasal 1365KUHPerdata juga tidak

disebutkan tentang apa yang dimaksud dengan pengertian ganti rugi itu.*°

2.3 Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal
1. Pengertian Mediasi Penal
Mediasi merupakan salah satu bentuk APS (Alternatif
Penyelesaian Sengketa) atau yang biasa dikena! Dengan Alternative Dispute
Resolution. Di Indonesia landasan hukum APS dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Namun, pada umumnya APS banyak digunakan

untuk kasus-kasus perdata bukan untuk kasus-kasus pidana.

48 Abdulkadir Muhammad, op.cit, him. 262.
4 Yahya Harahap. 2002. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, him. 61.
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Barda Nawawi Arief menjelaskan "walaupun perkara pidana pada
prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, namun dalam hal-hal
tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan
seperti gugurnya kewenangan penuntutan. Mediasi penal sering juga disebut
dengan berbagai istilah, antara lain "mediation in criminal cases" atau
"mediation in penal matters". Umbreit, seorang profesor dan pakar mediasi
penal dari Amerika Serikat, mendefinisikan mediasi penal yaitu:

Proses yang memberikan kesempatan kepada korban dan

pelaku tindak pidana ringan untuk bertemu dalam suasana

yang aman dan terstruktur, dengan tujuan meminta pelaku

langsung bertanggung jawab sambil menyediakan bantuan

dan kompensasi untuk korban, dengan dibantu oleh seorang

mediator yang ahli, dan secara langsung terlibat dalam

membuat rencana restitusi sebagai bentuk pertanggung

jawaban pelaku terhadap kerugian atau kerusakan yang
ditimbulkan.>°

Mediasi penal dalam ccexplanatory memorandum™ yang
merupakan Rekomendasi Dewan Eropa Nomor R (99) 19 tentang
"Mediation in Penal Matters”, mendefinisikan mediasi penal sebagai
"proses dimana korban dan pelaku kejahatan dimungkinkan secara sukarela,
untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah mereka akibat
dari perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana dengan
melibatkan pihak ketiga atau mediator".>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka bisa disimpulkan

bahwa mediasi penal merupakan proses pemecahan masalah dimana pihak

%0 Dpewi, DS., dan Fatahillah A. Syukur. 2011. Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di
Pengadilan Anak Indonesia. Depok: Indie Publishing, him. 80.

51 Trisno Raharjo. 2011. Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Mata Padi
Pressindo, him. 15.
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luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bermasalah
untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan yang memuaskan dan
dapat mengernbalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang
telah dirugikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana, pihak luar dalam hal
ini mediator hanya bersifat pasif, hanya menyediakan tempat untuk
komunikasi dan diskusi antara korban dan pelaku sehingga masing-masing
pihak bisa mengemukakan keinginannya. Untuk hasil keputusan tetap
diserahkan kembali kepada kedua belah pihak baik korban dan pelaku.
2. Prinsip Kerja dan Model-Model Mediasi Penal
Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan
pembaruan hukum pidana di berbagai negara ada kecenderungan kuat untuk
menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian
sengketa di bidang hukum pidana.
Menurut Barda Nawawi Arief mediasi penal yang dikembangkan
itu bertolak dari ide dan prinsip kerja sebagai berikut:>?
a. Penanganan konflik (Conflict Handling)
Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum
dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini
didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik

interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

52 Barda Nawawi Arief. 2008. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media Grup, him. 5
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b. Berorientasi pada proses (Process Orientation)
Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil,
yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-
kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan
sebagainya.

c. Proses informal (Informal Proceeding)
Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat
birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (Active and Autonomous
Participation)
Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur
hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung
jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan
berbuat atas kehendaknya sendiri.>®

Sesuai dengan “explanatory memorandum” yang merupakan

Rekomendasi Dewan Eropa Nomor R (99) 19 tentang "Mediation in Penal

Matters", dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut:

a. Model "informal Mediation"
Model ini dilaksanakan oleh personel peradilan pidana dalam tugas
normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh jaksa dengan mengundang para
pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak

melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini

53 Ibid, him, 5.
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dapat pula dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas, oleh
pejabat polisi, atau hakim.
b. Model "Traditional Village or Tribal Moots"
Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan
konflik kejahatan di antara warganya dan terdapat pada beberapa negara
yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya,
model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi
kebanyakan program-program mediasi modem. Program mediasi modem
sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan
suku dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modem
dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.>*
c. Model "Victim-Oflender Mediation™

Menurut model ini mediasi antara korban dan pelaku merupakan model
yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan
berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang
ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari
pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat
diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijakan polisi,
tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini
ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang

untuk tindak pidana tertentu. Ada yang terutama ditunjukan pada pelaku

> Ibid, him. 8.
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anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk tindak pidana berat dan
bahkan untuk residivis.

d. Model "Reparation Negotiation Programmes"
Model ini semata-mata untuk menaksirl menilai kompensasi atau
perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban,
biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program berhubungan
dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan
perencanaan perbaikan material. Dalam model ini, pelaku tindak pidana
dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk
membayar ganti rugi/kompensasi.>®

e. Model "Community Panels or Courts"
Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari
penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel
dan informal serta melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model "Family and Community Group Conferences"
Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang
melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana).
Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga
keluarga pelaku dan masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi
dan hakim anak) serta para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya
diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan

memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku

% Ibid, him. 9.
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keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya, dengan tetap menghormati

norma agama, norma sosial dan hukum adat.>®

% Ibid, him. 10.



